
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LT.12s|d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

JAKARTA.,IO,I,IO

TEL. : 381 1308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440

Pst. | 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492,3458540

Fax. : 3811786, 384930, 3507576

I{EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Nomor : oT. tol/e/ UltU - ts

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR FASILITAS
PELABUHAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LI\UT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian

Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68

Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut mempunyai tugas yaitu perumusan serta

pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang perhubungan laut;

Bahwa Penetapan Tata Cara Perhitungan Struktur

Fasilitas Pelabuhan Laut digunakan untuk

memberikan keseragaman teknis dalam

perancangan fasilitas pelabuhan laut yang handal

bagi para perencana dan pihak - pihak terkait di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut;

bahwa berdasarkan perti5nbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut tentang Tata Cara Perhitungan

Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut.
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Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesi4 Tahun 2009 Nomor 151.

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5070);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31

Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses

Perencanaan di Lingkungan Departemen

Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
a

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 68 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUS$ DIREKTUR JENDERAL

PERTAMA

PERIIUBUNGAN LAUT TENTANG KEPUTUSAN TATA

CARA PERHITUITGAN STRUKTUR TASILITAS

PELABUHAN LAUT

: Menetapkan Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas

Pelabuha# Laut sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

ini.
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Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan

Laut digunakan sebagai acuan oleh setiap unit kerja

dan mitra kerja yang melaksanakan tugas

perencan€ran fasilitas pelabuhan laut.

Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan

Laut akan disempurnakan secara berkala

berdasarkan perkembangan dan pengawasan serta

masukan - masukan dari semua unit kerja dan mitra
kerja terkait yang melaksanakan tugas perencanaan

fasilitas pelabuhan laut.

Hal - hal yang belum tercantum dalam Tata Cara

Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut ini
al<an ditentukan di kemudian hari.

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan keputusan ini

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
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